





Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla periode tahun 
2015–2019 mencanangkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. 
Program ini bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju 
Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan 
berkepribadian dalam berkebudayaan. Berdasarkan sembilan agenda prioritas 
Nawa Cita, berikut adalah sejumlah poin penting terkait program pembangunan 
nasional yang tertuang dalam Nawa Cita sebagai berikut: 
a. Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2000 
kilometer; 
b. Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan 10 bandara baru dan 
merenovasi yg lama; 
c. Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut 
pengembangan untuk hunian buruhnya; 
d. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia 
dan memodernisasikan pasar tradisional yg telah ada; 
e. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis 
menjadi maksimal 15 hari; 
f. Membangunan sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan 
SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini. 
Sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam menjalankan program 
pemerintahan yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu sebagai penggerak ekonomi 
nasional. Nawa Cita berisi beberapa poin terkait bidang perdagangan. Nawacita 
bidang perdagangan merupakan panduan utama tentang bagaimana Kementerian 
Perdagangan bekerja. Presiden Joko Widodo menyatakan Nawacita ini merupakan 
visi-misi besar Kabinet Kerja. “Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi 
Presiden,” tegas Presiden Joko Widodo. Visi Pemerintahan RI Tahun 2015-2019 
adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong”, dalam mendorong terwujudnya visi tersebut 
khususnya pada bidang perdagangan sebagai sektor penggerak ekonomi, maka 
misi pemerintahan RI Tahun 2015-2019 terkait bidang perdagangan adalah: 
a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang 
berkelanjutan; 
b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; 
dan 
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.  
Visi besar itu berisi rumusan tentang mandat pembangunan bidang 
Perdagangan. Kinerja Pemerintahan masa Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla membangun ekonomi bangsa ini dapat dilihat dari Nawa Cita. 
Presiden menyatakan komitmennya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Misi, tujuan, dan sasaran Kementerian 
Perdagangan tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
Perdagangan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1 Misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perdagangan RI 
Keseluruhan program yang diwadahi dalam misi, tujuan, dan sasaran 
Kementerian Perdagangan terkait Nawa Cita perlu dikawal oleh unit yang khusus 
membina dan mengawasi seluruh unit Eselon I di Kementerian Perdagangan, yaitu 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan 
internal di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut tercermin dalam 
Renstra Kemendag periode 2015-2019 pada bagian Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan. Program ini 
dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan internal 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai 
dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar 
tujuan dan sasaran dari Kemendag dapat dicapai secara efektif, efisien, bebas dari 
unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara umum, apabila terjadi 
kegagalan suatu pengendalian internal maka dapat mengakibatkan melambatnya 
suatu proses kerja. 
Adapun isu terkait bidang perdagangan yang terjadi dalam beberapa tahun 
belakangan ini adalah kasus Dwelling Time yang menjadi fokus perhatian 
Presiden RI. Dalam kasus tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai 
memegang peranan dalam mempercepat atau memperlambat proses perizinan 
impor barang masuk ke pelabuhan. Dampak internal dari kasus tersebut 
menggambarkan perlunya peran serta pengawasan internal yang dimiliki oleh 
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Kementerian Perdagangan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal selaku 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga melakukan pengawasan 
atas kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan intern 
dengan tujuan lebih kepada pencegahan dan deteksi dini agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan, mencegah kesalahan pengelolaan keuangan 
negara, maupun kekeliruan yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan (Priyanto 
2007). Berdasarkan hal tersebut maka hasil kerja Inspektorat Jenderal diharapkan 
bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk 
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat 
digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui 
tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara umum menilai Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal dalam membantu 
pemberantasan korupsi. Berdasarkan data KPK dalam Sosialisasi Anti Korupsi 
dan Gratifikasi Tahun 2015, disebutkan bahwa dalam 10 tahun kebelakang 
Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK hanya menerima 12 informasi indikasi 
tindak pidana korupsi dari beberapa Kementerian dan Lembaga, sehingga tidak 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa APIP harus berperan 
aktif apabila ada indikasi tindak pidana korupsi di lembaganya. 
Kementerian Dalam Negeri dalam Rakornaswas tahun 2015 menyebutkan 
bahwa terdapat sekitar 400 Kepala Daerah yang berpotensi memiliki masalah 
hukum. Berdasarkan dari data BPKP dalam Forum Koordinasi Pengawasan (FKP) 
APIP Pusat dengan Daerah pada tahun 2016, disebutkan bahwa indikasi belum 
optimalnya APIP sebagai pengawas internal di lingkungan pemerintah ditandai 
dengan masih adanya bad governance, bad accountability, layanan publik yang 
buruk, dan KKN. 
Data hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terhadap Laporan Keuangan kementerian/Lembaga Tahun 2010 – 2014 
menghasilkan opini penilaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. 











Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 65 76 71 75 71 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 32 21 25 22 21 
Tidak Memberi Pendapat (TMP) 3 3 3 3 8 
Tidak Wajar (TW) 0 0 0 0 0 
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK 
 
Opini WDP pada tabel tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan 
dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, 
dan belanja modal. Opini TMP pada tabel tersebut disebabkan pencatatan dan 
pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja 
barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. 
Hasil audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 86 Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga, Provinsi, 
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Kabupaten, Kota sampai dengan tahun 2014 menghasilkan data sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2 Hasil audit kinerja BPK terhadap 86 APIP s.d. Tahun 2014 
Uraian Jumlah APIP 
Sudah Belum Tidak ada Ket 
Memiliki Juknis 7 53 26 
Mengimplementasikan Kode Etik 16 63 7 
Membuat Internal Audit Charter 7 73 6 
Melakukan Analisis Kebutuhan Auditor 2 66 18 
Memperoleh Diklat sesuai kebutuhan 11 71 4 
Sumber: Hasil Audit Kinerja oleh BPK 
 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh data bahwa secara dominan rata-rata 
APIP di Kementerian/Lembaga belum memiliki Juknis, belum 
mengimplementasikan kode etik, belum membuat Internal Audit Charter, belum 
melakukan analisis kebutuhan auditor, dan belum memperoleh diklat sesuai 
dengan kebutuhan. Secara lebih rinci hasil audit tersebut dibagi dalam tahap 
perencanaan, pelaksanaan, perolehan dan pemilihan bukti, temuan audit, 
dokumentasi kertas kerja, dan pelaporan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3. 





Belum mempertimbangkan risiko dalam memilih auditan 76 
Tidak mempertimbangkan hasil audit sebelumnya 72 
Perencanaan belum sesuai standar 76 
Pelaksanaan 
Belum menyusun program audit dalam setiap penugasan 65 
Pemilihan prosedur audit belum mempertimbangkan skala prioritas 75 
Perencanaan audit belum mencakup pemahaman dan pengujian SPI 77 
Belum menetapkan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, jangka waktu, 
alokasi sumberdaya dan prosedur audit yang jelas 
76 
Perolehan dan pemilihan bukti 
Tidak memenuhi kualitas bukti (cukup, relevan, kompeten) 72 
Tidak mendokumentasikan dalam kertas kerja secara memadai 64 
Temuan audit 
Tidak berdasarkan pengujian bukti dan pelaksanaan prosedur 50 
Tidak memenuhi unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat) 40 
Tidak dikomunikasikan dengan pihak terkait 43 
Tidak didokumentasikan dan format tidak standar 42 
Dokumentasi kertas kerja 
Tidak disusun secara lengkap dan sistematis 82 
Tidak direviu secara berjenjang 82 
Tidak disimpan secara aman, tertib, dan mudah diakses 82 
Pelaporan 
Laporan tidak disusun 30 
Disusun tidak tepat waktu 73 
Tidak dilakukan koreksi dan reviu berjenjang 62 
Sumber: Hasil Audit Kinerja oleh BPK 
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara nasional 
merilis kondisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2014 
sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2. 
 
Gambar 2 Kondisi IACM APIP 
Kondisi tersebut adalah berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh 
BPKP terhadap 474 APIP. Assesment tersebut dilakukan dengan memetakan level 
kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM). 
Disamping kondisi tersebut, BPKP juga merilis data auditor sebagai APIP pada 
tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3. 
 














BPKP menginterprestasikan dan menyatakan bahwa jumlah auditor adalah 
sebanyak 12.755 (27.39 persen) dari total kebutuhan nasional sebesar 46.560, 
sehingga terdapat kekurangan sebesar 33.805 auditor. Pada tahun 2019 diharapkan 
sudah terdapat 29.255 auditor (43.50 persen) dari kebutuhan nasional. 
Internal audit dalam sektor pemerintah harus menghasilkan output berupa 
reviu atas proses kerja beserta risikonya dan melaporkan audit atas kinerja auditan 
secara tepat waktu, akurat, relevan, dapat dipercaya, transparan, bagi manajemen, 
pemerintah, juga para stakeholder (Chambers 2014). Disamping itu, pemerintah 
juga dinilai perlu melihat kualitas hasil audit dan kualitas auditor serta melihat 
budaya kontrol internal yang terjadi. Lembaga yang menangani internal audit 
harus melakukan evaluasi atas manajemen risiko, memastikan bahwa perencanaan 
harus fleksibel dan responsif pada perubahan, memperhatikan teknologi yang 
digunakan, menilai dan merencanakan visi misi strategik, mendefinisikan nilai 
tambah (value added) yang dapat diperoleh, membangun relasi dan komunikasi 
dengan auditan, memastikan internal audit telah dilakukan sesuai dengan standar 
ketentuan yang berlaku, memahami peran internal audit, mengikuti pelatihan 
terkait internal audit, menentukan apakah perlu dilakukan assessment pada SDM 
internal audit agar dapat menjaga kualitas hasil audit (Anderson dan Svare 2013). 
Pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari unsur manajemen 
yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan 
kepemerintahan yang baik. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP) 
menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan 
Lembaga terkait bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi kementerian/lembaga yang didanai APBN. Pasal 11 dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi yang diharapkan melalui 
adanya pengawas internal adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah (assurance activities); 
2. Memberikan peringaatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti 
corruption activities); dan 
3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata 
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting 
activities). 
Peraturan tersebut dipertegas juga melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Negara. 
Isu yang berkembang pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan 
salah satunya yang pertama adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 
secara kuantitas maupun kualitas. Semakin berkembangnya peran pengawasan 
terhadap bidang perdagangan membutuhkan kualifikasi khusus bagi para auditor 
dalam jumlah yang tepat sesuai objek yang dibina. Isu internal yang kedua adalah 
komposisi penganggaran Inspektorat Jenderal yang masih dibawah 2% dari 
keseluruhan total pagu anggaran Kementerian Perdagangan, artinya pengawasan 
yang dilakukan belum dapat optimal. Isu internal yang ketiga adalah perlunya 
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optimalisasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan. Isu internal 
yang keempat adalah perlunya peningkatan level kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan audit kinerja serta menuju Level 3 
(tiga) dalam Internal Auditor Capability Model (IACM) sesuai arahan Presiden. 
Terkait hal tersebut, penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi audit kinerja 
dilakukan oleh Nalewaik (2013), hasil dari penelitian adalah batasan audit, 
komposisi tim, dan cara/langkah audit merupakan faktor yang berpengaruh. 
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 
2015 menyebutkan terdapat beberapa permalalahan yang perlu dibenahi untuk 
perbaikan kedepannya, yaitu: 
1. Kapabilitas APIP 
Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang 
lebih akuntabel, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah (K/L/D) menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan 
kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu 
instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, 
terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk 
mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. 
Dalam upaya mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, pemerintah di dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai 
bagian dari agenda pembangunan. Pentingnya peningkatan kapabilitas APIP 
juga telah dituntut oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi 
Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP 
tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta, bahwa kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada 
akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan 
menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan 
oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. 
Seiring dengan pelaksanaan program dimaksud, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Grand Design 
peningkatan kapabilitas APIP disertai pedoman teknis untuk dipergunakan 
oleh seluruh unit APIP di Indonesia, yang mencakup penilaian kapabilitas 
secara mandiri (self assessment), penjaminan kualitas (quality assurance) 
penilaian kapabilitas, peningkatan kapabilitas secara mandiri (self 
improvement), dan pemantauan peningkatan kapabilitas APIP. 
Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang 
baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam 
kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Peran dan Layanan (Services and Role) 
b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 
c. Praktik Profesional (Professional Practices) 
d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 
Accountability) 
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e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and 
Culture) 
f. Struktur Tata Kelola (Governance Structures) 
Inspektorat Jenderal sejak tahun 2012 berada pada level 2 berdasarkan 
hasil evaluasi Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mulai Tahun 2015 ini, 
sesuai dengan amanah Presiden, Inspektorat Jenderal akan menyiapkan diri 
untuk meningkatkan kapabilitas APIP agar kapabilitas APIP mampu berada 
pada Level 3 (Integrated). 
2. Reformasi Birokrasi 
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang telah 
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, dan dalam proses 
penyusunannya telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam 
RPJMN. Dimensi-dimensi pembangunan pada RPJMN hanya dapat 
diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan 
hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan 
reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, 
pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam 
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan 
tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat 
dicapai dengan baik pula.  
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang 
telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 
2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan 
selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 
– 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan 
sebelumnya. 
Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga 
sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan 
sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 
2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 
a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.  
b. Birokrasi yang efektif dan efisien  
c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas  
Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–
2019 , Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional. Dari lima 
agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik 
terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda 
nomor 3 “Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan” 
dan agenda nomor 4 “Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas 
reformasi birokrasi nasional”. 
Kementerian Perdagangan telah memulai program Reformasi Birokrasi 
secara bertahap mulai tahun 2009. Target pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Kementerian Perdagangan antara lain terciptanya birokrasi Kementerian 
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Perdagangan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan 
publik yang berkualitas. 
Permasalahan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan Tahun 2015 tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu 
perbaikan dalam pengelolaan manajemen di Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan. 
Pengendalian internal pada Kementerian Perdagangan harus berupaya dalam 
menjaga dan mengawal kebijakan-kebijakan dalam bidang perdagangan. Hal ini 
mencakup pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang berada pada bidang 
perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, serta bidang pendukungnya. 
Upaya pemberantasan korupsi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan 
pencegahan. Pencegahan paling awal adalah dilakukan melalui controlling dari 
pihak internal. 
Apabila terjadi suatu kegagalan dalam pengendalian internal maka dapat 
mengakibatkan melambatnya suatu proses kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena 
lemahnya pengawasan internal yang dilakukan. Beberapa penyebab kegagalan 
tersebut antara lain kurangnya komitmen aparat pengawas dalam melakukan 
tindak pengawasan, lemahnya pengetahuan dan pengalaman aparat pengawas 
terhadap bidang yang diawasi, tidak jelasnya arah strategi pada Kebijakan 
Pengawasan, tidak dilaksanakannya Standard Operational Procedure (SOP) 
terkait pengawasan, dan anggaran yang tidak mencukupi (komposisi anggaran 




Perubahan paradigma pengawasan di instansi pemerintahan didasari dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dari pengawas yang bersifat watch dog menjadi quality 
assurance, oleh karena itu pengawasan dimulai dari tahap awal perencanaan 
(sebagai review), tidak hanya di akhir proses kerja (sebagai post audit). 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan perlu membenahi permasalahan 
internal dan melakukan perbaikan, serta membuat perencanaan sebagai aksi atas 
perubahan paradigma tersebut.  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam melakukan 
pengawasan internal membuat daftar temuan yang dilanjutkan dengan daftar 
rekomendasi yang diberikan kepada auditan. Sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, auditan harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh 
APIP. Apabila terdapat gap antara rekomendasi yang diberikan dan tindaklanjut 
yang dilakukan, maka hal ini dapat mengindikasikan kurangnya kualitas 
pengawasan internal. 
Berdasarkan data internal Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan 
terkait dengan tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan pada objek 
pemeriksaan dana dekonsentrasi bidang perdagangan  selama 5 (lima) tahun 
terakhir, yaitu periode tahun 2011 s.d. 2015, diperoleh data sebagaimana dapat 
dilihat dalam Gambar 4. 
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Sumber: Data internal Sekretariat Itjen Kemendag 
Gambar 4  Tindak lanjut temuan atas objek pemeriksaan dana dekonsentrasi 
bidang perdagangan Tahun 2011 s.d. 2015 
Data tersebut menunjukkan bahwa terkait objek pemeriksaan dana 
dekonsentrasi bidang perdagangan masih terdapat gap antara rekomendasi yang 
diberikan berdasarkan temuan auditor terhadap tindaklanjutnya oleh auditan. 
Selain atas objek pemeriksaan dana dekonsentrasi, diperoleh juga data atas objek 
pemeriksaan dana tugas pembantuan bidang perdagangan tahun 2011 s.d. 2015 
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Sumber: Data internal Sekretariat Itjen Kemendag 
Gambar 5  Tindak lanjut temuan atas objek pemeriksaan dana tugas pembantuan 
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Data tersebut menunjukkan bahwa terkait objek pemeriksaan dana tugas 
pembantuan (TP) bidang perdagangan masih terdapat gap antara rekomendasi 
yang diberikan berdasarkan temuan auditor terhadap tindaklanjutnya oleh auditan. 
Sebagai informasi tambahan, diperoleh juga data atas objek pemeriksaan unit 
pusat Kementerian Perdagangan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
 
Sumber: Data internal Sekretariat Itjen Kemendag 
Gambar 6  Tindak lanjut temuan atas objek pemeriksaan unit pusat Kementerian 
Perdagangan Tahun 2011 s.d. 2015 
 
Gambar diatas menunjukkan bahwa terkait objek pemeriksaan unit pusat di 
Kementerian Perdagangan masih terdapat gap antara rekomendasi yang diberikan 
berdasarkan temuan auditor terhadap tindaklanjutnya oleh auditan. Data atas 
rekapitulasi tindak lanjut atas objek pemeriksaan tersebut merepresentasikan 
bahwa masih banyak terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti sebagaimana 
mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dibandingkan dengan jumlah 
tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dilakukan oleh auditan. 
Tindak lanjut temuan atas pemeriksaan dana dekonsetrasi sudah dapat 
dinilai baik dari perbandingan temuan dan tindaklanjutnya, namun tindak lanjut 
atas pemeriksaan dana tugas pembantuan dan unit pusat Kementerian 
Perdagangan masih memiliki banyak “hutang” dari perbandingan antara temuan 
dan tindaklanjutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada perbaikan bagi 
manajemen dalam mengelola internal dan merencanakan perbaikan yang tepat 
bagi auditan selaku stakeholder dari Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan.  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan belum memiliki desain 
perencanaan dalam mengelola aktivitasnya, sehingga belum dapat digunakan oleh 
Inspektur Jenderal selaku pimpinan unit dalam mengarahkan dan membuat 
keputusan. Hal ini juga menjadi dasar jika perencanaan yang dilakukan belum 
memiliki arah yang tepat, sehingga hanya dibuat sebagai acuan bagi pencapaian 
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pengaruh terhadap performance dari Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan. 
Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut dan sebagai langkah 
antisipasi di masa depan, maka diperlukan suatu arsitektur strategik atas perbaikan 
bisnis model pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, serta hasilnya 
sangat diperlukan untuk dirumuskan guna menghadapi ancaman maupun 
penyimpangan yang terus berkembang. Arsitektur strategik yang digunakan juga 
harus mampu memetakan atas faktor atau kondisi yang berbeda, dalam hal ini 
adalah Business Model Canvas yang memiliki identifikasi pada 9 (sembilan) 
elemen berkaitan. 
Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran kondisi existing Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perdagangan berdasarkan Business Model Canvas? 
2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi peluang, ancaman, 
kekuatan, dan kelemahan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan? 
3. Bagaimana perbaikan pada Business Model Canvas Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perdagangan saat ini dalam menghadapi masa depan? 
4. Bagaimana Arsitektur Strategik yang tepat untuk diterapkan Inspektorat 




Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi existing Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perdagangan dalam Business Model Canvas. 
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal 
yang menjadi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perdagangan. 
3. Merumuskan program perbaikan pada Business Model Canvas Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perdagangan saat ini dalam menghadapi tantangan masa 
depan. 
4. Merumuskan Arsitektur Strategik yang tepat untuk diterapkan oleh Inspektorat 




Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi seluruh elemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, dapat 
memberikan gambaran internal eksternal tentang arsitektur strategik dan bisnis 
model, serta memberikan arah instansi di masa depan. 
2. Bagi peneliti lainnya dapat menjadi acuan bahwa Business Model Canvas 
dapat diterapkan untuk organisasi non-profit dan pemerintahan sebagai 
perencanaan strategik dalam tahap yang lebih advance. 
3. Bagi penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dalam 
dunia kerja yang nyata. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada batasan database di Inspektorat 
Jenderal Kementerian perdagangan terkait Kebijakan Pembinaan dan 
Pengawasan, profil struktur organisasi (existing), lingkup tugas fungsi 
pengawasan internal, program kerja dan anggaran, serta indikator kinerja 
program. Batasan terhadap alat penelitan yang digunakan adalah matriks SWOT 
dan 9 blok elemen Business Model Canvas. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi langsung, 
melakukan penyebaran kuesioner, wawancara, dan FGD kepada pengambil 
keputusan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dan instansi terkait, 
sementara data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa 
dokumen kebijakan maupun evaluasi program kegiatan anggaran sampai dengan 
tahun 2016. 
Arsitektur Strategik dan perbaikan model bisnis dari data yang telah 
terkumpul hanya dilakukan untuk penyusunan Arsitektur Strategik dan perbaikan 
model bisnis saja, sedangkan tahap implementasi dan evaluasi diserahkan kepada 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. 
 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Teoritis 
Konsep Manajemen Strategi 
 Menurut Mintzberg et al. (2003) strategi adalah pola atau rencana yang 
menyatukan tujuan utama suatu organisasi, kebijakan, dan serangkaian aksi ke 
dalam sebuah keterpaduan. Suatu strategi yang diformulasikan dengan baik akan 
membantu mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan organisasi ke dalam 
suatu bentuk yang unik dan penuh semangat berdasarkan kompetensi internal, 
antisipasi perubahan lingkungan, dan analisis pesaing. 
 Tujuan utama strategi dalam setiap kegiatan adalah mencapai keberhasilan. 
Terdapat elemen strategi yang harus dipenuhi untuk menjamin keberhasilan 
kegiatan. Pertama, tujuan yang diformulasikan secara sederhana konsisten dan 
berjangka panjang. Kedua, pengertian mendalam terhadap lingkungan persaingan. 
Ketiga, penilaian objektif terhadap sumberdaya dan implementasi yang efektif 
(David 2004). 
Era informasi dan globalisasi telah menciptakan suatu lingkungan bisnis 
yang kompetitif. Oleh karena itu, instansi memerlukan tipe perencanaan yaitu 
manajemen strategi yang tidak sekedar untuk merespon perubahan yang 
diperkirakan akan terjadi di masa depan, namun lebih dari itu, instansi 
memerlukan tipe perencanaan untuk menciptakan masa depan melalui perubahan-
perubahan yang dilakukan sekarang.  
Lebih lanjut, menurut David (2004), manajemen strategi dapat didefinisikan 
sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu 
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